
PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA

NOMOR 64 TAHUN2Olg

TEIITANG

PEDOMAN SELEKSI TERBUKA DE\['AN PENGAWAS DAT{ DIREKSI
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEI(AR SF^IAIITERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA^IA IJTARA,

: a. bahwa untuk Trrgas dan Fungsi
Mekar SejahteraUmum

diahrr Daerah

Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 1O tahun 2019
tentang Ferusahaan Umum Mekar Sejahtera
perlu ditetapkan Anggota

Dircksi Penrsatraan Umun Daerah Mekar Sejahtera;

s

maka
dan

penetapan Angota Deryan Penga.rras danb. bahwa
Dir€ksi

c. bahwa

Umum Daerah
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan melalui
seleksi dengan tata cara sesuai ketentuart peraturan

pertimbangan

dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Perahrran

Bupati tentang Pedomqn Seleksi Terbuka Dewan
dan Direksi Umum

Daerah Mekar Sejahtera.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tattun 2OO3 tentang
Negara

Tahun 2Ol3 Nomor 39, Tambatnn
Negara Republik Indonesia Nomor 42291;

Indonesia



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

dan Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan l(abupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan Negara

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor lO1,
L€rxlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Publik Negara

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LL2,
Iembaran Negara Republik Indonesira Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarg
Dacrah (kmbaran Negara Republik

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa. kal iteralfiir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Undang

DaerahNomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan
(Idnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791i

6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OL4 tcntang
Negara

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Pemerintah Nomor 5O Tahun 2OO7 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesira Tahun 2OO7 Nomor 112,

Tambatnn kmbaran Negara Republik Indonesira

Nomor 4761);

Badan Usaha Milik
Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang

Daerah (kmbaran Negara

Tatrun 2Ot7 Nomor 305,
Indonesia

Ptrsat

Negara

Kcdua Atas Undang-

7

Indonesia

8.

Nomor 6173);

Negara Republik



9. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tattun
dan

atau Angota Komisaris

dan Anggta Direksi Badan Usalu Milik Daerah
(Berita Negara

Nomor 70O);

1O. Ferahrran Dacrah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 17

Tahun 2OLg tentang Pedoman

Pelayanan hrblik (kmbaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan

Lembaran
Nomor 39);

Toraja Utara

11. Peraturan Daeratr l(abupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Daerah

Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,

Daerah Toraja Utara

Nomor 61);

12. Perahrran Daerah I(abupa.ten Toraja Utara Nomor 1O

Tahun 2O19 tentang Perusahaan Umum Daerah

Toraja Utaxa Daerah

Toraja Utara Tahun 2O19 Nomor 1O,

Tambahan Lembaran Daerah lhbupatcn Toraja Utara

Nomor 1O7).

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI

DEWAN PENGAWAS DI-IIreT
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEIGR SEIAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah l(abupaten Toraja Utara.
Dacrah adalatr

urusan pemerintahan oleh Fernerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinslp
otonomi seluas-luasrrya dalam sistem dan Negara

2018 tcntang
enggota Dewan

Tatrun 2O18

1

2

n

Kesatuan



dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Femerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintehan Daerah yang

petraksanaan uruaan Pernerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupa.ti adalah Bupati Totqja Utara.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD addahkmbaga Fersakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Toraja Uta.ra yang berkedudukan
sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah,

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalatr Badan Usaha yang seluruh
atau scbagian besar modalnya dimilild oleh Daeratr.

7. Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera yang
selanjutnya discbut Fenrmda Mekar Sejahtera
adalah BUMD 5rang seluruh modalnya dimiliki
Daerah,

8. Kepala Daerah yang Mewakili Femerintah dalam
tGpemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
pada Perumda Mekar Sejahtera 5rangselanjutnya
disingkat KPM adalah organ Perumda Mekar
Sejatrtera yang memegang kekuasaan tfftinggi
dalam Perumda Mekar Sejahtera dan memegang
segala kevrcnangan yang tidak diserahkan kepada
Direksi.

9. Anggota Dewan Pengawas adalah organ Perumda
Mekar Sejahtera yang melakukan
pengaq/asan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalan menjalankan kegatan pengumsan
Perumda Mekar Sejahtera.

10. Direksi adalah organ Perumda Mekar Sejahterayang
Uertangung jawab atas pengurusanPerumda Mekar
Sejahtera untuk kepentingan dan tujuan Ferumda
Mekar Sejahtera serta mewakili perusahaan, baik di
d"lam maupun di luar persidangan sesuai dengan
ket€nhran angaran dasar.

11. Fegawai adatah Fegawai yang bekerja di Ferumda
Mekar Sejahtera.

12. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara
hukum dan sah unhrk melakukan kegiatan yang
disepakati.

'i.I



a.
b.
c.
d.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rtrang lingkup pengaturan Feraturan Bupati
wewenang;
pem Tim seleksi terbuka;
tata cara pelaksanaan seleksi terbuka; dan

Pasal 3

(U Bupati mewakili pemerintah dalam kepemitkan
daerah yang dipisahkan pada Perumda

Mekar Sejahtera selanjutnya disebut KPM.
(21 KPM sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) adalah

organ Ferumda Mekar Sejahtena yang aemegang
tertingi dalam Perumda

Sejatrtera dan memegang segala kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Direksi.

Pasal 4

(1) Bupati selaku KPM memiliki kewenangan dalam
pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan

dan Direksi.
(21 Fengangkatan Anggota Dewan Penga.was dan Direksi

SejahteraUmum Daerah Mekar
ditetapkan dengan Keputusan Bupa.ti berdasarkan
Hasil Seleksi terbuka.

BAB TV

TIM SELEKSI

Pasal 5

(1) Untuk tugas Seleksi Terbuka
Anggota Dewan Fengawas dan Direksi, dibentukTim
Seleksi Terbuka 5rang ditetapkan dengan lGputusan

l:

dan unsur

IITI

(21 Tirn Seleksi Terbuka
ayat (1) terdiri

eebagaimana dimaksud pada
Tokohdari



BAB V

TATA CARA PEI.AKSANAAN SELEKSI TERBUKA

ANGGOTA DElilAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 6

(f) Ketua Tim Seleksi mengeluarkan suxat pengumuman

tentang
Dewarr

dibukanya pendaftaran bakal calon Anggota
atau Direksi pa.da

Umum Daeratr Mekar
(2) Surat Pengumuman sebagsimana dimaksud pada

ayat (1), sacara jelas syaxat

dan lainnya yang bagi

bakal calon Anggota Dewan Penga.was atau Direksi

serta tenggat waktu.
(3) Tim Seleksi wajib

pelamar.

Tim Seleksi
seleksi yaitu:

BABVT

MEKANISME SELEKSI

Paeal 7

melakukan seteksi dalam dua tahapart

a. Seleksi Administrasi; dan

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Pasat 8

(1) DalafiI melalnrkan scleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasaf 7 huruf a, Tim Seleksi melakukan

penjaringan bakal calon angSota Dewan Pengawas

atau Direksi.
(2) Ttm Seleksi

hasil
dimaksud Pada aYat (1).

(3) Ttm Seleksi calon anggota Dewan

Penga:was atau calon anggota Direksi yang telah hrlus

Pasal 9

(1) Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

dimaksud dalam Pasal 7 hulaf b, dilaksanakan

paling lambat 2 (dua) mingu/ 14 (empat belas) hari

menerima Surat Lamaran setiraP

seleksi

setelah calon dinyatakan lulus seleksi administrasi'
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